BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR *A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Keputusan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/1/05/
2019, tanggal 16 Mei 2019 tentang Pengelolaan Balai
Penyuluhan Pertanian, perlu dibentuk Balai Penyuluh
Pertanian di Kabupaten Lampung Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

o4

Peraturan Mentert Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor I  Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451):

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/05/
2019, tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 8 butir b diubah, sehingga pasal 2
angka 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
terdiri dari :



a. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan; dan

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
terdirt dari

b.

1)

4)

n

10)

11)

12)

13)

14)

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kalianda, dengan wilayah kerja
Kecamatan Kalianda;

UPTD  Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Raja Basa, dengan wilayah kerja
Kecamatan Raja Basa,

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Penengahan, dengan wilayah kerja
Kecamatan Penengahan;
UPTD Tanaman Pangan, Hortukultura dan
Perkebunan Bakauheni, dengan wilayah kerja
Kecamatan Bakauheni;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan  Palas, dengan wilavah kerja
Kecamatan Palas;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan  Sragi, dengan wilayah kerja
Kecamatan Sragi,

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Way Panji, dengan wilayah Kkerja
Kecamatan Way Panji;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Sidomulyo, dengan wilayah kerja
Kecamatan Sidomulyo;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Katibung, dengan wilayah Kkerja
Kecamatan Katibung;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Candipuro, dengan wilayah kerja
Kecamatan Candipuro,

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Way Sulan, dengan wilayah Kkerja
Kecamatan Way Sulan;

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar;
UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Jati Agung, dengan wilayah kerja
Kecamatan Jati Agung,;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tanjung Bintang, dengan wilayah
kerja Kecamatan Tanjung Bintang;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tanjung Sari, dengan wilayah kerja
Kecamatan Tanjung Sari;

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Ketapang, dengan wilayah kerna
Kecamatan Ketapang; dan

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Merbau Mataram, dengan. wilayah
kerja Kecamatan Merbau Mataram.



Ketentuan Pasal H4, Pasal 63, Pasal 66 dan Pasal 67 diubah,
sehingga berbunvi sebagai bernkut :

Bagian Keenam Belas
UPTD Tanaman Pangan, Hortikultra dan Perkebunan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 64

UPTD Tanaman Pangan, Hortikultra dan Perkebunan
mempunyal tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dibidang penyusunan, pelaksanaan dan
evaluasi program dan kegiatan dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Tanaman Pangan,
Hortikultra dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait
demi tercapainya sasaran;

c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan UPTD; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 65

Susunan organisasi UPTD Tanaman Pangan, Hortikultra
dan Perkebunan, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional Umum.

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dijabat oleh pejabat struktural esselon I[V/a yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
wat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Flata Usaha AT1€ erada di bawah dan
ertanggung jawab la UPTD
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Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 66

Kepala UPTD Tanaman Pangan, Hortikultra dan
Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultra
dan Perkebunan, pembinaan terhadap aparatur UPTD,
melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Camat,
Instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah
kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dibidang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan program dan kegiatan dibidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala UPTD Tanaman Pangan, Hortikultra

dan Perkebunan, yaitu :

a. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau
dan mengendalikan pelaksanaan program dan
kebijakan teknis dibidang pembangunan tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan bidang tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi
terkait di Kecamatan demi tercapainya sasaran;

d. melakukan koordinasi ditingkat kecamatan pada
bidang pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan
koordinasi produksi benih, pengembangan produksi,

pengembangan dan pemberdayaan lahan,
nengendalian organisme pengganggu Tanaman (OPT)
dan aplikasi teknolog: tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan
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lembantu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan
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tani bekerja sama dengan pejabat

fungsional/penyuluh pertanian;

1. melakukan kerjasama dengan koordinator BPP dan
Penvuluh Pertanian untuk menguatkan kelembagaan
petani dan pengawalan pemanfaatan teknologi;



J. melakukan pendataan statistik tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan format
dan ketentuan yang telah ditetapkan;

k. membagi habis tugas baik teknis maupun
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur
yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing;

. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu
melaksanakan, tugas secara berdaya guna dan
berhasil guna,;

m. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas
sebagai masukan untuk dijadikan bahan
pertimbangan lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Pasal 67

Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas
melaksanakan program kerja kantor UPTD Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan
keuangan, kepegawailan, periengkapan, rumah tangga,

L

hubungan  masyarakat, surat-menyurat, protokol,

elaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan Kantor,

sual dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha. vaitu :

anakan program kerja UPTD Tanaman Pangan,

ortikultura dan Perket serta rencana kerja
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d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi

keuangan yang meliputi pembukuan,
pertanggungjawaban serta penyusunan laporan
keuangan kantor;

f.  melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

h. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat,
protokol dan pembuatan laporan kantor;



H

melaksanakan  pengelolaan  dokumentasi  serta
perpustakaan;

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur
Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian
Tata Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya-guna dan berhasil-guna;

membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing;

mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan
informasi dari bawahan sebagai bahan untuk
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
untuk dijadikan masukan dalam program lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan
pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal | Nowrlke 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG' ERMANTO

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA UPTD BPP

SUB BAGIAN

TATA USAHA

|

FUNGSIONAL UMUM/
PELAKSANA

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ARMANTO



